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P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara :

Penggugat,  tempat  tanggal  lahir  Sei  Petai,  15  Juni  1992  (umur  26  tahun),

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer Paud,

tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sanggau Ledo, 18 Juli 1978 (umur 40 tahun),

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Buruh  Bangunan,

tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018

telah  mengajukan  gugatan,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Singkawang dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 22 Januari

2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Monterado,  Kabupaten

Bengkayang,  sebagaimana  tercantum  dalam  kutipan  akta  nikah  Nomor

xxxx, tanggal 31 Desember 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  orang  tua  Penggugat  selama  1  tahun,  kemudian  berpindah-

pindah tempat tinggal terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama;
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3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

telah melakukan hubungan suami istri dan  telah dikaruniai seorang anak

bernama Anak I, lahir tanggal 10 Juni 2013, sekarang anak tersebut berada

dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa,  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 2014, keadaan rumah tangga

Penggugat  dan Tergugat  dirasakan sudah tidak  harmonis  karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat  sering  keluar  malam  pulangnya  sampai  subuh  bahkan

sering tidak pulang;

b. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

c. Tergugat  kurang dalam memberi  nafkah sehingga untuk  menutupi

kebutuhan sehari-hari selalu dibantu Penggugat;

5. Bahwa,  jika  terjadi  pertengkaran  Tergugat  sering  mencaci  maki

Penggugat  dengan  kata-kata  yang  tidak  sopan  dan  Tergugat  pernah

memukul kepala Penggugat;

6. Bahwa,  pertengkaran  terakhir  terjadi  pada  tanggal  23  Desember

2018 tanpa sebab yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut  Tergugat pergi meninggalkan

tempat  tinggal  bersama  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah  tempat  tinggal,  saat  ini  Penggugat  tinggal  di  rumah  Sepupu

Penggugat  (Sepupu)  pada  alamat  tersebut  diatas  sedangkan  Tergugat

tinggal di rumah adik Tergugat (adik); 

8. Bahwa,  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  datang  menemui

Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi  nafkah untuk Penggugat

dan anak.

9. Bahwa,  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut  Penggugat

sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan  hidup  berumah  tangga

bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai. 

10. Bahwa,  Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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Berdasarkan  alasan atau  dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  berkenan  menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  datang menghadap sendiri  di  muka sidang,  sedangkan Tergugat  tidak

datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  datang  menghadap,  meskipun  berdasarkan

relaas  panggilan  tanggal  04  Februari  2019  dan  tanggal  21  Februari  2019

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak

datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha

mendamaikan  dengan  cara  menasihati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx,

atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,  yang  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  KUA

Kecamatan  Monterado,  Kabupaten  Bengkayang,  Prov.  Kalimantan  Barat,

tanggal  31  Desember  2012.  Alat  bukti  surat  tersebut  telah  dimeterai  dan
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distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis

telah diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa  selain  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  juga  mengajukan  saksi-

saksi yaitu :

I. Saksi  I,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2012; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat,

terakhir tinggal di rumah milik bersama; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis  sejak  sekitar  3  (tiga)  tahun  yang  lalu,  sering  terjadi

perselisihandan pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa saksi sering mendengar sendiri pertengkaran Penggugat

dan Tergugat; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  masalah  ekonomi  dimana  Tergugat  tidak  bekerja

sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  Penggugat  bekerja

sebagai penjual kue;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi  ketahui  yaitu  Tergugat  sering

keluar malam dan pulangnya sampai subuh, selain itu berdasarkan cerita

Penggugat bahwa Tergugat juga mengonsumsi narkoba; 

- Bahwa Tergugat  pernah memukul  kepala Penggugat,  meskipun

saksi tidak melihat langsung namun saksi pernah melihat bekas memar

di kepala Penggugat akibat pemukulan tersebut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat rumah sejak

sekitar bulan Desember tahun 2018, Tergugat meninggalkan kediaman

bersama dan tak tahu tinggal di mana; 
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- Bahwaelama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang apalagi

memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil; 

II. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal

di  Kabupaten Bengkayang,  saksi  telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2012; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat,

terakhir tinggal di rumah kontrakan; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, malas

bekerja dan sering keluar malam; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  langusng  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  hanya  tahu  dari  cerita  Penggugat  namun

perihal  perilaku  Tergugat  tersebut  saksi  tahu  dan  menyaksikannya

sendiri karena kami tinggal satu kampung; 

- Bahwa  Tergugat  ada  melakukan  kekerasan  fisik  kepada

Penggugat namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya tahu dari

cerita Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  rumah

selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal di rumah sepupu

Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal di mana; 

- Bahwa tidak, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang

apalagi memberi nafkah kepada Penggugat; 
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- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun

tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan

sesuatu  tanggapan  apapun  lagi  dan  tetap  pada  gugatannya  ingin  bercerai

dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

dalam berita acara sidang ini  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas.

   Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak

pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah.  Dengan  demikian,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya

Tergugat).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat,

agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  dalam  pokok  gugatannya,  Penggugat  menyatakan

bermaksud bercerai  dengan Tergugat,  dengan dalil  bahwa kehidupan rumah

tangganya  telah  dilanda  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sifatnya  terus-

menerus  sehingga  tidak  dapat  dirukunkan  kembali,  sebagaimana  termuat

dalam gugatan Penggugat.

   Menimbang,  bahwa  walaupun  dalam  gugatan  Penggugat  tidak

menyebutkan  dasar  hukum,  namun  Majelis  Hakim  mengetahui gugatan

Penggaugat  secara  yuridis  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  19  huruf  f

Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum  Islam,  yaitu  alasan  perceraian  disebabkan  perselisihan  dan

pertengkaran bersifat  terus-menerus yang melanda rumah tangga,  sehingga

berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.    
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   Menimbang,  bahwa  meskipun  dalil-dalil  gugatan  tidak  terbantah  oleh

Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari

adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian

yang  tidak  berdasar  dan  beralasan  hukum,  maka  kepada  Penggugat  tetap

dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua

orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan

perceraian,  Pengadilan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  bukti  tentang

hubungan  hukum  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  dasar  Penggugat

mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah)

yang  menerangkan  telah  terjadinya  perkawinan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta

otentik,  sehingga  nilai  pembuktiannya  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en

bindende bewijskracht), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah

pasangan suami  isteri  yang terikat  hubungan perkawinan yang sah,  dengan

demikian  Penggugat  mempunyai  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk

mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

  Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Majelis  Hakim  perlu  mendengar  pihak

keluarga  dan  orang-orang  yang  dekat  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat.

  Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

mengenai  alasan-alasan  perceraian,  di  muka  persidangan  Penggugat

mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu

halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh

karena  itu,  majelis  hakim  lebih  lanjut  dapat  mempertimbangkan  materi

keterangan kedua saksi tersebut.
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Menimbang,  bahwa  meskipun  hanya  1  (satu) orang  saksi  Penggugat

menerangkan berdasarkan  pengetahuan secara  langsung  mengenai

perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan

adanya  keterangan  kedua saksi  Penggugat menerangkan bahwa Penggugat

dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  3  (tiga)  bulan tanpa  saling

memedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat

sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari  bukti surat dan keterangan kedua orang saksi

Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika

dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam.

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  hingga  sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi 3 (tiga)

bulan.

- Bahwa  keluarga  Penggugat  telah  berupaya  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  agar  hidup  rukun  kembali,  akan  tetapi  tidak

berhasil.

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  muka,  terbukti

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara

Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan

tanpa ada komunikasi  lagi,  keadaan ini  mengindikasikan bahwa perselisihan

dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah

terus menerus.

  Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton

tidak  bisa  lagi  diharapkan  menyelesaikan  perselisihan  tersebut.  Sebaliknya,

justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat

lebih  buruk.  Dengan  demikian,  secara  yuridis  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  dimaksud  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. 
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   Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan,

hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing

suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama

pula  menghadapi  dan mengatasi  semua masalah yang timbul  dalam rumah

tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya

sudah  tidak  punya  niat  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  bersama,  maka

sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung

harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian

keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi

bagi  suami dan isteri.  Sebaliknya, akan timbul  mudharat-mudharat  lain yang

merusak  ketenangan  hidup  mereka.  Setidak-tidaknya  demikianlah  alasan

rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح     جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

  Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama

fiqh  dalam kitab  Madza Hurriyah az-Zaujain  fi  Ath-Tholaq untuk  selanjutnya

menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut : 

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah 

tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap 

tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena 

meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah 

satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal 

itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

  Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  tanpa  harus  menilai  siapa

penyebab  pokok  atau  siapa  yang  bersalah  terhadap  timbulnya  disharmoni

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  Majelis  Hakim  berkesimpulan

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  layak  lagi  dipertahankan  karena

sudah  tergolong  perkawinan  yang  pecah  (brokendown  marriage),  yaitu
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perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin

suami  isteri  melalui  curahan  kasih  sayang  dan  telah  terbukti  bahwa

rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus-menerus  bahkan  diperparah  dengan  perpisahan  tempat

tinggal relatif lama 3 (tiga) bulan tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan

sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit

untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f  Kompilasi  Hukum  Islam.  Karenanya,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai  lebih

bermanfaat  baginya.  Karena  itu,  petitum angka  2  gugatan  Penggugat  patut

untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra

Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

  Menimbang, bahwa perkara  a quo  termasuk dalam bidang perkawinan

sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka menurut ketentuan Pasal 89  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

  Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  pasal-pasal  dan  peraturan-

peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah). 
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  21  Maret  2019  Masehi  bertepatan

dengan  tanggal  14  Rajab  1440  Hijriyah  oleh  Yusuf  Achmad,  S.Ag.,  M.H.,

sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad,

S.H.I.,  M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  Kamis  tanggal  21

Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Zainol  Hadi,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H. Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2 Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
4 Materai : Rp. 6.000,00
5 Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 301.000,00
                                   (tiga ratus satu ribu rupiah)
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